BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI GRESIK,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar
belanja dan standar teknis dan standar harga satuan
ditetapkan dengan Perkada;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik, standar barang,
standar kebutuhan dan standar harga ditetapkan oleh
Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan
Harga  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  Untuk
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2022;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6523);



4.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodetifikasi Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK UNTUK PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
119/PMK/02/2020 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020, Nomor 976);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2021 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014 Nomor
739) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor
33);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Gresik.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Gresik.

Bupati adalah Bupati Gresik.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH
adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang
berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan
pembakuannya dalam satu periode tertentu yang
digunakan sebagai pedoman dalam menentukan standar
penilaian kewajaran belanja.

Harga Pasar adalah harga barang/jasa yang berlaku di
pasaran yang sudah termasuk memperhitungkan pajak
yang dikenakan kepada pembeli.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan barang milik daerah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen
perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yang diusulkan dalam RKA SKPD.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

anggaran.



11.

(1)

Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan
pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh
K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi

pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II
STANDAR SATUAN HARGA
Pasal 2
SSH merupakan pedoman untuk penyusunan rencana
kebutuhan barang dan pengujian tingkat kewajaran
usulan belanja Daerah pada proses penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :

(3)

(1)

a. hasil pemetaan/survey harga pasar oleh konsultan
tim penyusun dokumen SSH ditambah dengan faktor
penyesuai seperti perkiraan inflalasi, pembulatan dan
hasil rujukan tentang standar satuan harga/harga
eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan
sudah termasuk pajak; dan

b. salah satu pedoman untuk menentukan dan
menetapkan harga perhitungan sendiri/owner
estimate (HPS/OE) dalam rangka pengadaan barang
dan jasa.

SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Dalam hal terdapat komponen harga/jasa yang
mengalami kenaikan/penurunan harga yang
diakibatkan faktor estimasi yang diperhitungkan dan
barang/jasa belum tercantum dalam Peraturan Bupati
ini, maka pejabat yang berwenang dapat mengadakan
barang/jasa yang dibutuhkan sesuai harga pasar yang
wajar dan menyertakan bukti hasil survey dan atau
dengan mencamtumkan sumber informasi yang jelas

serta dapat dipertanggungjawabkan.



(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab
mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh Kepala
Perangkat Daerah.

(3) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), merupakan bentuk
pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah atas
penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga
kewajaran dan/atau standar harga satuan yang telah

ditetapkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 30



